WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 85 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALOPO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf b Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara
Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo
Kepada PDAM Kota Palopo Tahun Anggaran 2017.

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Palopo kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Palopo Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168};



10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kota Palopo;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Palopo kepada PDAM Kota Palopo;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Walikota Palopo Nomor 77 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017

PASALI

1. Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 38 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum diubah, sehingga pasal 3 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 3

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp3.130.951.000,00 (Tiga Milyar Seratus Tiga
Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Diundangkan di Palopo S
Pada T gg&l 14 Desember 2017

PIt.SE TARIS DAERAH

T,

i
JADJALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA PALOPO,

. JUDAS AMIR

85 TAHUN 2017



